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 PERATURAN BERSAMA
  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
  DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR    20  TAHUN  2012     
NOMOR    77  TAHUN  2012    
TENTANG
PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN 

PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA  
DAN  MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
	Menimbang
	:
	a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan;
b. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah harus memperhatikan pengharmonisasian,  pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia; 

c. bahwa dalam pembentukan produk hukum daerah, perancang produk hukum daerah perlu memperhatikan  nilai-nilai hak asasi manusia; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;

	
	
	

	Mengingat  
	:
	1. Undang  -  Undang   Nomor   39  Tahun  1999   tentang   Hak  Asasi  Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);(dilengkapi sesuai dengan uu yg baru)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BERSAMA  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.


Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

2. Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
5. Parameter hak asasi manusia adalah ukuran nilai-nilai hak asasi manusia yang dimuat dalam pembentukan produk hukum daerah.
Pasal 2
Peraturan Bersama Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi panduan pembentukan produk hukum daerah yang bernuansa hak asasi manusia.

Pasal 3
(1) Pembentukan produk hukum daerah yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia dilakukan dengan mengacu pada parameter hak asasi manusia.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Parameter Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini.
Pasal 4
Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2012
	  MENTERI DALAM NEGERI
     REPUBLIK INDONESIA,

ttd
         GAMAWAN FAUZI  
	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

                 REPUBLIK INDONESIA,    
ttd
                AMIR SYAMSUDIN


	Diundangkan di Jakarta

	pada tanggal 14 Desember 2012

	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
	

	             REPUBLIK INDONESIA,
	

	
	

	ttd
	

	
	

	                AMIR SYAMSUDIN
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